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Tax amnesty adalah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak
dalam melakukan kewajiban perpa akannya dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah khususnya dari
sektor PKB dan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih sustainable. Tetapi,
amnesti yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk insentif fiskal di tiap tahun dikhawatirkan
malah akan membuat efek negatif dalam jangka panjang yaitu menurunnya kepatuhan Wajib Pgjak. Tujuan
dari pendlitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan amnesti pgjak dalam hal pemutihan Pajak
Kendaraan Bermotor di tingkat Pemerintah Provinsi DK Jakarta berdasarkan teori evaluasi Dunn (2003)
dengan 6 (enam) kriteriayaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan K etepatan
Program. Penelitian menggunakan triangulasi melalui analisis dokumen Bapenda di tahun 2017-2021 dan
akan divalidasi dengan menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian terkait evaluasi pemberian insentif
PKB dengan menggunakan kriteria ef ektivitas menunjukkan bahwa pemberian insentif cukup efektif. Hasll
evaluasi dengan menggunakan kriteria efisienst menunjukkan bahwa pemberian insentif sangat efisien.
Evaluas menggunakan kriteria kecukupan terhadap kebutuhan menunjukkan bahwa pemberian insentif
sudah cukup dalam memenuhi kebutuhan. Evaluasi menggunakan kriteria perataan menunjukkan hasil
bahwa pemberian insentif sudah rata diberikan kepada Wajib Pgjak. Evaluas menggunakan kriteria
responsivitas menunjukkan hasil bahwa respons Wgjib Pajak sudah cukup baik dalam mendukung
kebijakan. Evaluas menggunakan kriteria ketepatan program menunjukkan hasil bahwa pemberian insentif
yang diberikan oleh Bapendadi tiap tahun tidak tepat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian
insentif PKB di tiap tahun 2017-2021 oleh Pemerintah DK Jakarta secara rata-rata sudah cukup baik karena
pada akhirnya dapat mendukung tercapainya penerimaan PKB dari yang sudah ditargetkan di awal periode.
Namun memang masih terdapat kendala yang perlu diperbaiki khusunya dalam hal pemungutan PKB,
penerapan konsep earmarking yang belum di sosialisasikan, tidak adanya dasar aturan, polainsentif yang
sama dan tidak adanya satuan kerja yang terpisah. Untuk dapat memperbaiki program insentif PKB,
Bapenda dapat melakukan beberapa upaya seperti melakukan optimalisasi konsep earmarking, memberikan
kepastian aturan, merubah polainsentif, membuat fungsi satuan kerja untuk pemantauan yang lebih dapat
dipercaya dan juga membuat sistem database yang riil dan akurat.

...... Tax amnesty is apolicy provided by the government to encourage Taxpayer compliance in making tax
obligations with the aim of increasing regional income, particularly from the Motor Vehicle Task (PKB)
sector and creating the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) more sustainable. However, the
amnesty provided by the Regional Government in the form of fiscal incentives every year would have a
negative effect in the long run, such as decreasing taxpayer compliance. The purpose of thisresearch isto
evaluate the tax amnesty policy in terms of the exemption of Motor Vehicle Tax at the level of DKI Jakarta
Provincial Government based on Dunn's (2003) evaluation theory with 6 (six) criteria namely Effectiveness,
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Efficiency, Adequacy, Alignment, Responsiveness, and Program Accuracy. The research used a

triangul ation method, that is a Bapenda document analysis for relevant documents period of 2017-2021, and
interview. The results of research related to the evaluation of PKB incentives provision by using the
effectiveness criteria showed that the provision of incentives is quite effective. The results of the evaluation
by using the efficiency criteria showed that the provision of incentivesis very efficient. Evaluation using the
adequacy criteriafor the needs showed that the provision of incentivesis sufficient in fulfilling the needs.
Evaluation using the alignment criteria showed that the provision of incentives has been evenly distributed
to Taxpayers. Evaluation using the responsiveness criteria showed the result that the Taxpayer's response is
satisfactory in supporting the policy. Evaluation using the program accuracy criteria showed that the
provision of incentives by Bapenda is not appropriate in every year. Therefore, it can be concluded that the
provision of PKB incentivesin every year of 2017-2021 by the DKI Jakarta Government on average is quite
good because, in the end, it can support the achievement of PKB revenue from what has been targeted at the
beginning of the period. However, there are still obstacles that need to be improved, particularly in terms of
the PKB collection, the application of the earmarking concept that has not been socialized, the absence of
basic rules, the same pattern of incentives, and the absence of separative work units. To be able to improve
the PKB incentives program, Bapenda can make several efforts such as optimizing the earmarking concept,
providing regulatory certainty, changing incentive patterns, making work unit function for more reliable
monitoring, and aso creating areal and accurate database system.



